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KEPALA DESA RAHAYU
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN DESA NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RAHAYU

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa
wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai
dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan
Pembangunan Kabupaten ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Nomor 6
Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2021 Desa Rahayu Kecamatan Padureso
Kabupaten Kebumen.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Naomoar 66, (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 422 1);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004

Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor
126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Unda)ng—Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Unda}ng-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan UndangpUndang Nomor 15 tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas undag-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 128, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun. 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020
tentang tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021,
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1});
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3,Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2)dan telah
dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126});

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun
2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018
tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2016 Nomor 90);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen tahun 2018 Nomor 67);

Peraturan Bupati kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentan
Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;



34. Peraturan Bupati Kebumen nomor 82 tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021;

35, Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pungutan Desa;

36. Peraturan Desa Rahayu Nomor 05 Tahun 2019 tentang
Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Desa Rahayu 2019

nomor 41)

37. Peraturan Desa Rahayu Nomor 06 Tahun 2019 tentang
kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal bersekala Desa (Lembaran Desa Rahayu Tahun 2019

Nomor 42)
38. Peraturan Desa Rahayu Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-

2025 ;
39. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Besaran

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Rahayu;
40. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja
Pemerintahan Tahun Anggaran 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RAHAYU
KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Desa Rahayu Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021 Desa Rahayu Kecamatan Padureso Kabupaten
Kebumen.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

2. Bupati adalah Bupati Kebumen.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

P?meﬁntah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

2
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Desa.
Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyal wilayah kerja di tingkat

Kecamatan.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut
RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok kebijakan sebagai
petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan,
pembahasan dan penetapan APB Desa.

Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh
Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan
yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban
Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali
oleh Desa.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya
disingkat PKPKD adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa
berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian
kekuasaan PKPKD.
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Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai
unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagal

koordinator PPKD.

Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa
yang berkedudukan sebagai unsur staf sckretariat Desa yang
menjalankan tugas PPKD.

Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang
berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu)
rekening pada Bank yang ditetapkan.

Rekening Dana Cadangan Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Dana Cadangan Desa dan
digunakan untuk mendanal kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan
Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa dalam 1 (satu) rekening
pada Bank yang ditetapkan.

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa
yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam
satu tahun anggaran.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa
dengan belanja Desa.

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa
dengan belanja Desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang
disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB
Desa.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat
DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan,
anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan
yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat
DPAL’a.dajah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana
p!;:nankan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari
SiLPA tahun anggaran sebelumnya,

Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan
pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa

oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau
penyedia barang/jasa.




38 Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah
dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang
digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai
pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh

kepala Desa. 5
39. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP

adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.

40. Penjabaran APB Desa adalah pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang
APB Desa yang ditetapkan dengan Peratuan Kepala Desa.

41. Catatan Atas Laporan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut CalLK
Desa adalah bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang
berisikan Informasi Umum, Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan
Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran.

42 SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan
dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan,
Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah
perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk

percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

43 Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau
kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan
lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

44, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat
PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa yang mewadahi
partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan
keluarga yang berada ditingkat rukun warga dan rukun tetangga yang

mengoordinasikan kelompok dasawisma.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian
sebagai berikut :

;, Penda'patm Desa Rp 1.338.098.800,00
. Belanja Desa ' Rp 1.354.673.800,00
Surpuls/Defisit Rp (16.575.000,00)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 16.606.251,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00
St'elisih PFmbiayaan (a-b) Rp 16.606.251,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp 31.251,00
Pasal 3

Uralan lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, berupa
Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa, Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan
Ba.dan' Permusyawaratan Desa dan Berita Acara Musyawarah Desa
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [, Lampiran II, Lampiran III,



Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI, yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa inf.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa danatau Keputusan Kepala
Desa guna pelaksanaan Peraturan Des aini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Rahayu Kecamatan
' Padureso Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di : Rahayu
pada tanggal : 30 Desember 2020

KEPALA DESA RAHAYU

F’.‘\IMAgF

Diundangkan di Rahayu

pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DESA RAHAYU
KECAMATAN PADURESO ,

MU F

LEMBARAN DESA RAHAYU KECAMATAN PADURESO KAB
KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 58 VPATEN




LAMPIRAN

PERATURAN DESA RAHAYL

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES#

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA RAHAYU
TAHUN ANGGARAN 2021
KODE REK URAIAN ‘*“?::':”‘ KETERANGAN
1 2 3 4
4. PENDAPATAN
4. Pendapatan Asll Desa 16.000.000,00
4.2, Pendapatan Transfer 1.322.098.800,00
JUMLAH PENDAPATAM 1.3308.008.800,00
5. BELANJA
51. Belanja Pegawai 350.604.400,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 237.494.400,00
53, Belanja Modal 732,805.000,00
5.4. Belanja Tidak Terduga 33.680.000,00
JUMLAH BELANJA 1.354.673.800,00
SURPLUS / (DEFISIT) (16.576.000,00)
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 16.606.251,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya [ 777 1 -6_8585;1-60- .
PEMBIAYAAN NETTC 16.606.261,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAM 31.251,00

Rahayu, 28 Desember 2020
KEPALA DESA

PAIMAN

w 18/01/2021 16.09.64
Halaman 1




LAMPIRAN

PERATURAN DESA RAHAYL

NOMOR @ TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/#

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA RAHAYU
TAHUN ANGGARAN 2021
:gﬁfne URAIAN A"‘:‘;‘l‘,ﬂ"“ SUMBERDANA
| 2 3 4 5
4. PENDAPATAN
41, Pendapatan Asli Desa 16.000.000,00
42 Pendapatan Transfer 1.322.098.800,00
JUMLAH PENDAPATANM 1.338.098.800,00
5. BELANJA
] GGARAN PEMERINTAHAN DE 445.418.000.00
I Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 397.136.800,00
Pemerintahan Desa
1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 39.600.000,00 | ADD, PAD
.01 | 5.1. Belanja Pegawai 39.600.000,00
1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 282.400.000,00 | ADD, PAD
1.02 | 5.1. Belanja Pegawai 282.400.000,00
1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 19.094.400,00 | ADD
1.03 | 5.1. Belanja Pegawai 19.094.400,00
1.04 Ee‘;}');ediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK 36.042.400,00 | ADD, PBH
|.04 | 52 Belanja Barang dan Jasa 34.01 7.400.00.
1.04 | 5.3 Belanja Modal 2.025.000,00
1.05 Penyediaan Tunjangan BPD . 9.600.000,00 | ADD
105 | 5.1. Belanja Pegawai 9.600.000,00
.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga 2.000.000,00 | PBH
m, Listrik dif)
.06 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 8.400.000,00 | ADD
107 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00
5 Pengelolaan Administrasl Kependudukan, Pencatatan Sipll, Statistik 24.500.000,00
dan Kearsipan
3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 6.000.000,00 | pbDs
302 | 52 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
3.03 Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 4.300.000,00 | DDS
303 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.740.000,00
303 | 53, Belanja Modal 1.560.000,00
3.00 Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin 14.200.000,00 | DDS
500 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 14.020.000,00
180 | 5.3, Belanja Modal 180.000,00
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KODE URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
EKENING (Rp)
1 2 3 4 []
A Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 23.781.200,00
dan Pelaporan ’
4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dil) 12,761.200,00 | DD8
4.03 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 12.781.200,00
4.04 m;rulunln Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP &000.000,0_0 ADD
404 | 52 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
.07 P:;ym:wnan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasl Kepada Masy 3.000.000,00 | ADD
araka
407 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
i BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 708.635,000.00
L1 Sub Bidang Pendidikan 26.000.000,00
A1.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Millk Des 20.000.000,00 | DOS, PBK
a (Honor, Pakalan dll)
L1.01 | 52 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
11.01 | 53, Belanja Modal 5.000.000,00
11.02 Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 5.000.000,00 | oos
11.02 | 53. Belanja Modal 5.000.000,00
0.2, Sub Bldang Kesehatan 41.120.000,00
12,02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif) 31.000.000,00 | ops
1202 | 52. Belanja Barang dan Jasa 29.600.000,00
1202 | 5.3. Belanja Modal 1.400.000,00
1204 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 3.120.000,00 | pDS
1204 | 52. Belanja Barang dan Jasa 3.120.000,00
1.2.08 Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 7.000.000,00 | ops
1208 | 52 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
L3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 438.985.000,00
13.01 Pemeliharaan Jalan Desa 76.609.000,00 | DDS
13.01 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.134.000,00
13.01 | 53. Belanja Modal 75.475.000,00
1.3.05 :’:r;"e)lih:raan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina 18.303.000,00 | DDS
£3.05 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 891.000,00
2305 | 53, Belanja Modal 17.412.000,00
2.3.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa 77.851.000,00 | DDS
2310 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 1.046.000,00
23.10 | 5.3, Belanja Modal 76.805.000,00
2390 Pembangunan/Rehabllitasi/Peningkatan talud pengaman tebing/enargl bar 266.222.000,00 | oDpS
u dan terbarukan/pembangkit lis
2380 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.634.000,00
2390 | 83, Belanja Modal 263.588.000,00
24. Sub Bidang Kawasan Pemukiman 30.000.000,00
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KODE URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA

EKENING (Rp)

1 2 3 4 &

14.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya 30.000.000,00 | PBP
k Hunl GAKIN

1401 | 52 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000,00

L6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 22.530.000,00

1.6.02 Penyelenggaraan Informas| Publik Desa (Poster, Baliho DIl) 22.530.000,00 | DDS

1602 | 6.2 Belanja Barang dan Jasa 10.440.000,00

1802 | 53 Belanja Modal 12.090.000,00

L8, Sub Bidang Pariwisata 161.000.000,00

1.8.02 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata 151.000.000,00 | DDS
Milik (Dipilin)

1.8.02 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00

1.8.02 | 53. Belanja Modal 149.700.000,00

: BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 29.671,000,00

31 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 9.000.000,00
Masyarakat

11.04 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 5.000.000,00 | pos

1.1.04 | 53. Belanja Modal 5.000.000,00

3.1.90 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman,Ketertiban dan Kea 4.000.000,00 | ADD
manan Masyarakat

3.1.90 | 53. Belanja Modal 4.000.000,00

3.4, Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 20.671.000,00

3404 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 6.000.000,00 | DDS

34.04 | 52 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

3.4.91 Pengorganisasian Melalui Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pembanguna 7.671.000,00 | DDS
n dan Pemberdayaan Masyarakat

3491 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4.671.000,00

3491 | 53. Belanja Modal 3.000.000,00

3.4.92 Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa 5.000.000,00 | PBP

3492 | 52. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

3493 Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa 2.000.000,00 | ADD

3493 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 137.269.800,00

42 Sub Bidang Pertanlan dan Peternakan 110.570.000,00

4201 mairr\gkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi 110.570.000,00 | DDS, PAD

4201 | 53. Belanja Modal 110.570.000,00

4.3, Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 11.700.000,00

4.3.02 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 9.000.000,00 | DS

4302 | 52 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00

4.3.03 Peningkatan Kapasitas BPD 2.700.000,00 | pDS

4303 | 52. Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00

44, 8ub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 14.999.800,00
Kelusrga

4.4.01 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 14.999.800,00 | DDS
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KODE URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
IKENING (Rp)
1 2 3 4
401 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 14.989.800,00
43.680.000,00
AR Sub Bidang Penanggulangan Bencana 21.680.000,00
1.00 Penanggulanan Bencana 21.680.000,00 | oDS
1.00 | 54. Belanja Tidak Terduga 21.680.000,00
- Sub Bldang Keadaan Mendesak 12.000.000,00
300 Penanganan Keadaan Mendesak 12.000.000,00 | DDS
3.00 | 54. Belanja Tidak Terduga 12.000.000,00
JUMLAH BELANJA 1.354.673.800,00
SURPLUS / (DEFISIT) (16.575.000,00)
8. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 16.606.251,00
PEMBIAYAAN NETTC 16.606.251,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAM 31.251,00
Rahayu, 28 Desember 2020
KEPALA DESA
PAIMAN
DTSRI 261212020 13.23.50
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LAMPIRAN

PERATURAN DESA RAHAYL

NOMOR @ TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA RAHAYU
TAHUN ANGGARAN 2021
KODE REX URAIAN ‘"?::?‘" KETERANGAN
1 2 3 4

4 PENDAPATAN
41, Pendapatan Asli Desa 16.000.000,00
42 Pendapatan Transfer 1.322.098.800,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.338.096.800,00
& BELANJA
5.1, Belanja Pegawal 350.694,400,00
52. Belanja Barang dan Jasa 237.494.400,00
53. Belanja Modal 732.805.000,00
54. Belanja Tidak Terduga 33.680.000,00

JUMLAH BELANJA 1.364.673.800,00

SURPLUS / (DEFISIT) (16.576.000,00)
8. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 16.606.251,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya | " 1 ‘3‘355251-6(; .

PEMBIAYAAN NETTC 16.6808.251,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAM 31.261,00
—_— — e N S

Rahayu, 28 Desember 2020
KEPALA DES

PAIMAN

IRy 2022020 15203
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